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ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai
terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2016-2020 . Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif statistik. Pengumpulan data yang
dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa penerimaan pajak
pertambahan nilai dan anggaran pednapatan dan belanja negara di Kabupaten
Langkat. Data dianalisis menggunakan program data SPSS.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh
negatif dan siginifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di
Kabupaten Langkat. Hal itu dibuktikan dengan hasil data pajak pertambahan nilai
pada SPSS dengan nilai square 0.603 atau sama dengan 60,3% berpengaruh.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara

il



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of the value added tax on the state
budget in 2016-2020. The type of research used is descriptive statistics. Data
collection was carried out using secondary data in the form of value added tax
receipts and the state budget for income and expenditure in Langkat Regency. Data
were analyzed using SPSS data program.

The results of this study indicate that the value added tax has a negative and
significant effect on the state budget of income and expenditure in Langkat Regency.
This is evidenced by the results of the value added tax data on SPSS with a square
value of 0.603 or equal to 60.3% effect.

Keywords: Value Added Tax, State Revenue and Expenditure Budget
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BABI1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan membiayai proses
berkembangnya Negara, karena pentingnya kita membayar pajak demi kebaikan
bersama dan kepentingan bersama. Sebagai warga negara yang baik dan benar
hendaknya kami membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merekayasa hasil
pajak atau mengurangi jumlah pajak kita. Untuk orang pribadi yang mempunyai
mobil mewah pun harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai
mobil dinas yang biasanya digunakan untuk dinas luar atau untuk keperluan lainnya
juga dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk
pembangunan fasilitas umum. Hasil dari pembayaran pajak yang kita bayar pun akan
kita nikmati bersama sebagai masyarakat. Pengadaan merupakan masalah yang
penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk
pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki
kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan
kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak
sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang
penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya
meningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain 2 diupayakan
melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan,dapat juga diperoleh dari tulang

punggung self assessment system, Yyaitu meningkatkan kesadaran masyarakat



dalamdalam membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang dasar
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang-undang nomor 42 tahun
2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi
dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam
penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan
untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan pihak yang memotong PPN.
Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif dan merupakan pajak tidak
langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP,
harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum
memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan wajib pajak sudah memiliki
kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh terhadap target Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. APBN adalah
rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun yang akan datang yang
dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Tujuan APBN adalah
sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dimana dalam
melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan
perekonomian. Namun saat ini penerimaan PPN yang menurun membuat APBN juga
mengalami penyusutan yang berdampak di Daerah Langkat, Maka dari itu penulis
mengambil judul “Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat”



1.2 Indentifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil beberapa permasalahan
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Langkat mengalami
naik turun.
2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang rendah mempengaruhi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi menurun.

1.2.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada penerimaan anggaran
pendapatan dan belanja negara atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Langkat.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah,rumusan masalah yang akan dikaji adalah
sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat?

b. Bagaimana kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat?



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

c. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

d. Untuk menganalisa seberapa besar kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Langkat.

1.4.2 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah:

a. Manfaat Bagi mahasiswa

1) Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III Perpajakan.

2) Menambah pengetahun dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya
bidang Seksi Ekstensifikasi.

3) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antar kuliah
dengan yang terjadi di lapangan.

4) Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang
dimiliki.

5) Meingkatkan ilmu berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.

6) Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan.

7) Hasil peneliatian ini sebagai sarana dalam mengembangkan dan melatih

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menulis dalam



bentuk karya ilmiah
b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

(1) Mempererat hubungan Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Langkat.

(2) Memberikan gambaran secara nyata mengenai UMKM.

(3) Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Pembangunan Panca
Budi.

(4) Membantu pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Manfaat Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Langkat

1) Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Univesitas Pembangunan Panca
Budi.

2) Mempromosikan image Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

3) Membantu dan mempermudah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan tugas-tugas terkait perpajakan.

4) Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu pengaruh pajak
pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Langkat



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan
teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa
landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai

dengan yang diharapkan.

2.1.1 Pengertian Pajak
Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:
a. Menurut Prof. P. J. A. Adrian.

Pajak adalah “iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-perauran dengan tidak dapat prestasi
kembali, yang lansung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah “iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sector
partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (fegen prestatie) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum”.

c. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesehajteraan umum”.

d. Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak adalah “sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian. Dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.



e. Menurut Mr. Dr N. J. Feldman
Pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak,yaitu:

a. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran—
pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijkasanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, pajak yang
tinggi dikenakan terhadap barang — barang mewah dan tarif pajak untuk ekspor

0%.

2.1.3 Jenis Pajak
a. Jenis pajak berdasarkan Golongan:

1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut:



1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh
: PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak
daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.
Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
PBB, Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian
pasir.

c. Jenis pajak berdasarkan sifatnya:

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak berdasarkan keadaan
prbadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan
lainnya). Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPnBM.

2.1.4 Tarif Pajak
Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh undang-undang
perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun tarif pajak,
pada dasarnya dapat dikelompokan ke dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut :
Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap,
berapapunbesarnya dasar pengenaan Pajak.
a. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap

meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah, sehingga besar kecilnya



pajak terutang tidak ditentukan oleh tarif pajak melainkan oleh penghasilan
neto yang menjadi dasar pengenaan pajak tersebut.
b. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak berupa persentase tertentu yang
semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
c. Tarif pajak degresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin

menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:
a. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
1) Stelsel nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak
yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
2) Stelsel anggapan (Fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel
ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu

pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak



3)

2.1.6

da.

1))
2)

3)

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada
pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya,

jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem pemungutan pajak

Official Assessment System
Adalah Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.

Ciri — cirinya :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib Pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assessment System

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri— cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri.
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2)

3)

2.1.7

Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Witholding System

Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri — cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga , pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak

adalah:

a.

Subjek Pajak

1) Orang Pribadi.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang

b.

C.

berhak.

Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif.

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:
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a.

1)

2)

b.

Subjek Pajak dalam negri yang terdiri dari:

Subjek Pajak orang pribadi,yaitu Orang pribadi yang bertempat tinggal atau
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak
harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai
niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak badan, yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:

Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
Pembiayaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dan Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara;

Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap

di Indonesia.
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c. Subjek pajak badan, yaitu Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui banyak usaha tetap di Indonesia dan dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.8 Objek Pajak
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun,atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

3) Laba usaha.

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
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C.

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Mentri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang
bersangkutan.

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan.

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian hutang.

7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi.

8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
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11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14) Premi asuransi.

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.1.9 Tidak termasuk Objek Pajak
Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak menurut Mardiasmo (2011)

adalah sebagai berikut:

a. Bantuan atau sumbangan

1) Termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima
oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan,
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2)

1))

2)

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Mentri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Warisan

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,
Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit)

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan

Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha daerah

yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
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1))

2)

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor.

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Mentri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perserian
komanditeryang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjankan usaha
atau kegiatan di Indinesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan dan

Sahamnya tidak diperdaganggkan di bursa efek di Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi pesyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan,

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan
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kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminman
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.10 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas
transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi
atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah

para pedagang/penjual.

2.1.11 Undang-Undang yang Mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Terdapat tiga kali perubahan undang-undang ppn di Indonesia. Adapun
perubahan yang terjadi disebabkan adanya pergantian model pemungutan
pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil
untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan undang-undang ppn di
Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000
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2.1.12 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1)

2)

3)

4)

S)

6)

2.1.1

Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di
dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Impor Barang Kena Pajak (BKP).

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.

Pemanfaatn jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa
kena pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat
perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.

Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)

1))

2)

3)

4)

5)

Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu
bara, gas bumi, dan lain-lain.

Barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran,
dan lainnya).

Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
Uang dan emas batangan.

Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi,

pendidikan dan sebagainya.
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2.1.13 Rumus dan Cara Perhitungan PPN

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

PPN - Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh Kasus: Seorang PKP bernama Fatir menjual tunai Barang Kena Pajak

dengan harga jual Rp15.000.000.

Penyelesaian: PPN yang terutang = 10% x Rp15.000.000

= Rp1.500.000

PPN sebesar Rp1.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut

oleh Pengusaha Kena Pajak Fatir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Dahliya Lisa Analisis  Efektifitas dan | Efektifitas PPN
2020 Kontribusi Pajak | dibandar lampung
Pertambahan Nilai pada | bersifat perspektif
penerimaan Pajak di Kota
Bandar Lampung Perspektif
Ekonomi Islam.
2 Pertiwi Kundalini Analisis Laporan | Pelaksanaan APBN
2014 Pelaksanaan Anggaran | Pemerintah
Pendapatan dan Belanja | Kabupaten Kulon
Negara Pada Pemerintah | Progo mengalami
Kabupaten Kulon Progo | penurunan sebesar
Periode 2011-2012 1,22% dari tahun
sebelumnya.
3 M. Bakri Analisis Pemungutan Pajak | Pembayaran PPN
2020 Pertambahan Nilai (PPN) | berdasarkan pada
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4 [ Wayan Bagia
2015

5 Aidil Kurniawan
2018

dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Negara
pada Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi
Sumatera Selatan.

Pengaruh APBN terhadap
belanja  langsung  pada
pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi
bali.

Analisi Penerapan
Akuntansi pajak
pertambahan nilai  (ppn)
pada PT.Perkebunan
Nusantara III  (persero)
medan.

penerbitan dan
realisasi
pembayaran.

Dana alokasi
umum (DAU)
berpengaruh positif
terhadap  belanja
langsung pada

pemerintah daerah
kabupaten/kota  di
Provinsi Bali.

Penerapan PPN
pada
PT.Perkebunan
Nusantara II1
(persero)  medan
sudah  dilakukan
secara efektif dan
efisien.

Sumber : Diolah Penulis 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat

gambaran penelitian sebagai berikut:

Pengaruh PPN terhadap

APBN

Seberapa besar kontribusi
PPN dalam meningkatkan

APBN

Gambar 2.1 kerangka konseptual
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2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis
adalah pernyataan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu
mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun
khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis ini dibagi menjadi
dua, yaitu hipotesis kesatu dan hipotesis kedua yang dapat diajukan penulis dalam
penelitian ini adalah:
2.1.1.1 Hipotesis kesatu adanya masalah mengenai naik turunnya penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) di Kabupaten Langkat.
2.1.1.2 Hipotesis kedua adanya kontribusi meningkatkan penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di

Kabupaten Langkat.
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BAB IIT

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah data statistik
deskriptif untuk diteliti pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Metode penelitian deskriptif adalah metode
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat terhadap objek penelitian. Tujuan
metode deskriptif statistik adalah membuat deksripsi, gambaran-gambaran atau
lukisan data dan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditentukan

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian guna
memperoleh data penelitian. Penelitian dilakukan dan dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Langkat. Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat
penelitian sampai sidang meja hijau. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini
kurang lebih 2 (dua) bulan. 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan
pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tugas akhir dan proses
bimbingan berlangsung. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan februari

2020 sampai dengan selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:



Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No | Aktivitas Agustus | September | Oktober | November | Desember

2020 2020

1. | Pengajuan
Judul Tugas

Akhir

2. | Pembuatan

Proposal

3. | Bimbingan

Proposal

4. | Seminar

Proposal

5. | Pengolahan

Data

6. | Sidang Meja

Hijau

Sumber: Universitas Pembangunan Panca Budi 2020

3.3 Definisi Operasional Variabel
Adapun indikator yang mengukur wajib pajak badan tersebut mengetahui
variabel bebas/independen (indefendent variable) dan variabel terikat/dependen
(defendent variable) perpajakan yaitu:
a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai
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(PPN).Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas
penyerahan, pemanfaatan, ekspor dan import barang atau jasa kena pajak baik
didalam maupun di luar daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termaksud
kedalam pajak tidak langsung, bersifat objektif dan multi stage tax.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana
keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang
memuat rencana penerimaan dan pengeluaran megara selama satu tahun anggaran.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No Variabel Definisi Indikator Skala

1 Pajak Pajak Pertambahan | Dapat Skala
Pertambahan Nilai (PPN) merupakan | menjelaskan | Nominal
Nilai (PPN) pajak yang dikenakan | mekanisme

atas konsumsi dalam | pemungutan
negeri  oleh  Wajib | PPN.

Pajak Orang Pribadi,

Badan, dan

Pemerintah.

2 | Anggaran APBN adalah rencana | Dapat Skala
Pendapatan pengeluaran dan | menjelaskan | Nominal
dan  Belanja | penerimaan negara | sumber
Negara untuk tahun yang akan | penerimaan
(APBN) datang yang | APBN

dihubungkan  dengan
rencana dan proyek
jangka panjang.

Sumber : Diolah penulis 2021
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3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Menurut kamus bahasa indonesia, populasi adalah sekelompok orang, benda,
atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel atau suatu kumpulan yang
memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang
diambil oleh peneliti adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat pada

tahun 2016 - 2020.

3.4.2 Sampel

Arikunto (2013:174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil
populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada
penelitian ini obyek yang akan diteliti yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Langkat pada tahun 2016 - 2020.

Metode sampel penelitian tersebut adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono
(2015:85) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila populasi
relatif kecil, kurang dari ratusan orang atau penelitian yang ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah
sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.1.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data

kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik.
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3.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber
yag telah ada. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi kantor dan dokumentasi
melalui media elektronik (uma Sekaran, 2011). Data sekunder berupa data yang
diperoleh dari penelitian bersifat teoritis yang relevan dengan berdasarkan penelitian
pada buku, internet dan media penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016-

2020

3.4.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan
data dari penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah
metode yang memudahkan dalam penelitian karena jika ada kekeliruan, sumber
datanya masih ada. Maka pada penelitiam ini data yang dikumpulkan berupa data
penerimaan pajak pertambahan nilai pada dan anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN) pada tahun 2016-2020 Kabupaten Langkat.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian

ini adalah menggunakan cara sebagai berikut:
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3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran secara
umum mengenai karateristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat
dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum. Pada penelitian ini, pembahasan

mengenai analisis statistik deskriptif dilaukan utnuk data yang telah normal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisi yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam
sebuah model regresi linear ordinary least square (OLS) terdapat masalah-masalah
asumsi klasik. Pada penelitian ini uji asumsi yang dilakukan adalah dengan cara uji

normalitas, uji heteroskedastisitas

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk enilai
sebaran data pada sebuah kelompook data atau variabel. Tujuan dilakukan uji
normalitas adalah untuk menguji apakah suatu model regresi atau variabel memiliki
distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji
normalitas dengan rumus Kolmogorov-Smirnov pada program data SPSS

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Normalitas adalah sebagai berikut:
1. Data berdistribusi normal, jika nilai sig. (signifikan) lebih besar dari 0,05

2. Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig. (signifikan) lebih kecil dari 0,05

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas untnuk menguji apakah terdapat variabel pada model
regresi yang tidak sama. Model regresi yang baik maka tidak terjadi

heteroskdastisitas. Pada penelitian ini Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji

28



glejser pada program SPSS. Dasar pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas

yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dna
nilai signifikan lebih besar dari 0,05

2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih besar dari tabel dna nilai

signifikan lebih kecil dari,0,05

3.5.3 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel mempunyai
hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya dilakukan
sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi liniear. Adapun dasar
keputusan uji linearitas adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah

linear

2. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah

tidak linear.

3.5.4 Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji
pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent tarhadap variabel terikat
atau dependen. Jika diketahui skor variabel bebas maka skor variabel terikatnya
dapat diprediksi besar. Persamaannya adalah :

Y =a +bX

Keterangan :
Y : variabel terikat

a : konstanta regresi
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bX : nilai turunan atau peningkatan variabel bebas
Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah dengan membandingkan nilai t
hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai
probabilitas 0,05
1. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel:
a. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat.
b. Jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka variabel bebas tidak
berpengaruh terhadap variabel terikat
2. Membandingkan nilai siginifikan dengan probabilitas 0,05:
a. Jika nilai signifikan tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, maka variabel
bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat
b. Jika nilai signifikan lebih dari nilai probabilitas 0,05, maka variabel bebas

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan
bukti dari sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan
populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang
diuji ditolak atau diterima. Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik yang
bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang
diperoleh dari sampel populasi tersebut. Dalam penelitian ini digunakan dengan cara
uji koefisien determinasi (R2), uji signifikan parsial (Uji T), dan Uji signifikan

simultan dengan menggunakan program data SPSS.
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3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur
kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen
secara bersama—sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat
diindikasikan oleh nilai adjusted R — Squared (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi
menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu
menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat
melalui nilai R-square (R2) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2016)
nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel —
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas,
Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa
variabel — variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel
endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai
R> berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji
koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa
besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen
secara bersama — sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu
antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
Namun, jika nilai Rosemakin kecil, artinya kemampuan variabel — variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016).
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3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F )

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen
secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan
untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap
variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai
signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan
mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan
F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara
bersama—sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat
menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan.
Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F
yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu
sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Hditolak dan H!' diterima. Artinya
semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen/terikat.

2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H° diterima dan H' Artinya, semua
variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap variabel dependen/terikat.

3.5.53 Uji Parsial (Uji T)
Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari
masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pada

pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai 7-statistics lebih besar
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dari 1,96, sedangkan jika nilai T-statistics kurang dari 1,96 maka dianggap tidak
signifikan (Ghozali, 2016).

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada
tabel Coefficients. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat
kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% (o = 0,05).
Adapun kriteria dari uji statistik t (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H, diterima dan Ha ditolak. Artinya

tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variaben dependen.

2. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H, ditolak dan Ha diterima. Artinya

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat yang berada di jalan Imam
Bonjol Stabat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman
modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan
dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain

sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan
non perizinan secara terpadu

2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu

3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan penanaman
modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan
perizinan dan non perizinan secara terpadu

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan

perizinan dan non perizinan secara terpadu



6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizininan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu tipe A

terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

p—

. Kepala Dinas,

Sekretariat, yang membawahi beberapa sub bagian yaitu sebagai berikut:

a. Sub bagian umum

b. Sub bagian program dan keuangan

Bidang Perencanaan pengembangan iklim, promosi dan pengendalian
penanaman modal, membawahi beberapa seksi yaitu sebagai berikut:

a. Seksi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal

b. Seksi promosi dan pengendalian penanaman modal

Bidang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagaiman yang
dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi bebrapa seksi antara lain:

a. Seksi pelayanan

b. Seksi perizinan dan non perizinan

Bidang pengaduan, kebijakan, informasi, dan pelaporan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi beberapa seksi yaitu sebagai
berikut:

a. Seksi pengaduan, informasi dan pelaporan

b. Seksi kebijakan dan penyuluhan
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6.

UPT

7. Kelompok Jabatan Fungsional
Pada seksi kebijakan dan penyuluhan memilki tugas yang sangat penting yaitu

sebagai berikut:

1. Menyediakakn bahan-bahan yang berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan
perizinan dan non perizinan

2. Mengkoordinasikan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan
instansi yang terkait

3. Mengumpulkan bahan-bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan
dan sosialisasi

4. Melaksanaakn penyuluhan dan sosialisasi

5. Melakukan koordinasi dengan intern organisasi dalam lingkungan unit kerja

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok

7. Mengidentiseksikan PAD perizinan

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi
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4.2 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan secara deskriptif mengenai objek
penelitian yang telah dilakukan. Maka objek pada penelitian ini adalan pajak
pertambahan nilai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data penerimaan pajak pertambahan nilai penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu kabupaten langkat per tahun yang akan dihitung mulai
dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Berikut ini data realisasi pajak pertambahan
nilai dan anggaran belanja negara sesuai data yang didapat adalah:

Tabel 4.1

Realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Anggaran Belanja Negara

Tahun Pajak Pertambahan Nilai Anggaran Belanja Negara
(juta) (triliun)

2016 1288 1864

2017 1342 1927

2018 1374 2013

2019 1534 2109

2020 1523 2339

Sumber data diolah

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 pajak pertambahan
yang diterima mencapai 1.288 dalam jutaan naik menjadi 1.342 dalam jutaan pada
tahun 2017. Kemudian naik kembali pada tahun 2018 menjadi 1.374 dalam jutaan,
pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 1.534 dalam jutaan. Akan tetapi pada
tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1.523 dalam
jutaan. Dan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara diketahui bahwa pada
tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, yang berarti
pemerintah tetap mengeluarkan anggarannya meskipun negara dalam kondisi yang

tidak baik akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia.
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4.3 Analisis Data

Pada penelitian ini data yang dianalisis dan diuji oleh peneliti adalah dengan
cara uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk
pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS. Berikut adalah analisi

data penelitian yaitu:

4.3.1 Analisis Deskriptif Statistik

Tabel 4.2
Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics
N Range [Minimum Maximum [ Sum Mean Std. Deviation
Statistic | Statistic | Statistic | Statistic [Ptatistic [Statistic ptd. Error| Statistic
APBN
5 475 1864 2339| 10253| 2050.66( 83.075 185.760
PPn
5 246 1288 1534 7061| 1412.16( 49.393 110.446
Valid N
(listwise) 5
Descriptive Statistics
Variance Skewness Kurtosis
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
APBN
3.451E4 1.029 913 .800 2.000
PPn
1.220E4 .260 913 -2.691 2.000
Valid N
(listwise)

Sumber: Hasil Pengolahan Data pada SPSS.16

Berdasarkan tabel 4.2, nilai tertinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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adalah sebesar 2.339 dalam triliun dan nilai terendah bernilai 1.864 dalam triliun.
Sedangkan untuk nilai maksimum Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 1.534
dalam juta dan untuk nilai minimum Pajak Pertambahan Nilai bernilai 1.288 dalam
juta. Untuk nilai rata-rata (mean) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Pajak Pertambahan nlai masing-masing bernilai 2.050,66 dalam juta dan 1.412,16
dalam triliun.
4.3.2 Uji Asumsi Klasik
4.3.2.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov untuk
mengetahui normalitas data dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini
disajikan hasil uji normalitas yaitu:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 5
Normal Parameters® Mean .0000000]
Std. Deviation 87.93088706
Most Extreme Differences  Absolute .214
Positive .214
Negative -.211
Kolmogorov-Smirnov Z 478
Asymp. Sig. (2-tailed) 976
a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,976 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai
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dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmograv-smirnov,

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi masalah
heterokedastisitas dalam model penelitiannya. Apabila probabilitas signifikansi
variabelnya > 0.05 maka model penelitian dinyatakan bebas dari masalah

heterokedastisitas. Dibawah ini adalah hasil pengujin yang dilakukan sebagai

berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -697.914 83.335 -8.375 .004
PPn .535 .059 .982 9.085 .003
a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : hasil Data Pengolahan SPSS

Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi variabel pada
penelitian lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan
dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas daalm
model regresi. Maka dari itu peneliti melakukan alternative uji lain untuk
mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dengan uji heterokedastisitas
dengan rank Spearman. Dibawah ini adalah hasil pengujian heterokedastisitas

dengan gambar rank Spearman sebagai berikut:
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Tabel 4.5

Uji Heterokedastisitas dengan Rank Spearman

Correlations

Unstandardized
PPn Residual
Spearman's rho PPn Correlation Coefficient 1.000 -.100
Sig. (2-tailed) 873
N 5 5
Unstandardized Residual Correlation Coefficient -.100 1.000
Sig. (2-tailed) 873
N 5 5
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
Dari hasil pengujian diatas diketahui jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed)
variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagai X1 sebesar 0,873. Dikarenakan
nilai independen lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang
digunakan oleh peneliti pada penelitiannya layak untuk dilakukan.
4.3.3 Uji linieritas
Tabel 4.6
Uji Linieritas
ANOVA Table
Sum of
Squares df |Mean Square F Sig.
APBN * PPn  Between Groups (Combined) 313064.602 4 78266.150| 13.821 .002
Linearity 264302.298 1| 264302.298|46.672 .000
Deviation from
48762.304 3 16254.101] 2.870 113
Linearity
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Within Groups 39640.507 7 5662.930

Total 352705.109] 11

Sumber: Hasil penguji data spss

Berdasarkan hasil pengujian data SPSS diatas, menunjukkan bahwa nilai F
hitung sebesar 2,870 < F tabel sebesar 3,01. Angka F tabel diperoleh dari nilai df
yaitu 7.11. Dan untuk nilai df diperoleh dari distribusi nilai F tabel sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan, maka nilai F tabel sama dengan 3,01. Sedangkan
untuk nilai probabilitas maka diketahui probanilitas sebesar 0.113 > 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa antara pajak pertambahan nilai dengan anggaran

pendapata dan belanja negara memilki hubungan yang linear

4.3.4 Analisis Regresi Sederhana
Berikut ini dijabarkan hasil pengujian data yang menggunakan program SPSS
dengan memperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Regresi

Coefficients?

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -39.860 650.149 -.061 .955

PPn 1.480 459 .881 3.223 .048

a. Dependent Variable: APBN

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat dituliskan persamaan regresi linier sederhaan

sebagai berikut:
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Y =- 39,860 + 1,480X

Persamaan diatas menunjukkan bahwa Jika pajak pertambahan nilai naik satu
juta maka anggaran pendapatan dan belanja negara berkurang sebanyak Rp 38,860.
Artinya jika nilai koefisien X naik maka Nilai koefisien Y turun. Dalam hal ini,
pajak pertambahan nilai memilki hubungan yang negatif dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Namun dalam penelitian ini pajak pertambahan nilai pada tahun 2020
mengalami penurunan yang berasal dari pajak pertambahan nilai dalam negeri dan
pajak pertambahan nilai impor yang terkontraksi cukup dalam disebabkan oleh
menurunnya konsumsi dalam negeri ditengah kondisi pembatasan sosial bersakala
besar demi pencegahan penularan Covid-19 dan kebijakan insentif restitusi

dipercepat.

4.3.5 Pengujian Hipotesis

4.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi dapat menunjukkan besarnya variabel dependen yang
dijelaskan oleh variabel independen. Dibawah ini adalah hasil pengujian yang
dilakukan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 .8812 776 .701 101.5305

a. Predictors: (Constant), PPn

Sumber: hasil pengujian data SPSS
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Tabel 4.8 menunjukkan hasil output Model Summary nilai R square bernilai
0,776. Dari nilai R Square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi
atau “R” yaitu 0,776 X 0,776 = 0,603 maka R Square sama dengan 60,3% yang
berarti pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan

belanja negara sedangakan untuk 39,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

4352 UjiF
Suatu penelitian melakukan Uji F bertujuan untuk menguji seberapa pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Ringkasan hasil

pengujian disajikan dalam Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.9
Uji F
ANOVAP

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 107102.494 1 107102.494 10.390 .0482

Residual 30925.318 3 10308.439

Total 138027.812 4
a. Predictors: (Constant), PPn
b. Dependent Variable: APBN

Sumber : hasil pengujian data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi uji F
sebesar 0,048. Probabilitas signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berpengaruh secara

simultan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di kabupaten Langkat.
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4353 UjiT
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Uji t bertujuan untuk menguji
seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
parsial. Pengujian dilakukan pada tingkat alpha sebesar 5% (0,05). Hasil pengujian

disajikan dalam Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji T
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -39.860 650.149 -.061 .955
PPn 1.480 459 .881 3.223 .048
a. Dependent Variable: APBN

Sumber: hasil pengujian data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian data analisis, maka peneliti memperoleh nilai
probabilitas signifikansi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0.048. Nilai probabilitas
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan untuk nilai t hitung bernilai negatif.
Oleh karena itu, hipotesis dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh tetapi negatif (ada hubungannya namun

terbalik) dan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap anggaran pendapatan dan
belanja Negara (APBN)
Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki

pengaruh tetapi negatif atau berbanding terbalik dan signifikan terhadap anggaran
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pendapatan dan belanja negara di Kabupaten langkat. Maksudnya adalah jika pajak
pertambahan nilai mengalami kenaikan maka anggaran pendapatan dan belanja
negara akan berkurang. Pernyataan didukung oleh hasil perhitungan uji t yaitu uji t
3,233 >t tabel 2,15 dan nilai signifikan 0.048 < 0,05. Maka dengan itu anggaran
pendapatan dan belanja negara dapat tertutupi atau dibantu dengan penerimaan atas
pajak pertambahan nilai di Kabupaten Langkat.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap konsumsi
masyarakat atas pengenaan barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai dipungut oleh
pemerintah pusat yang kemudian akan diberikan ke daerah melalui dana bagi hasil.
Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja
negara. Artinya bahwa pajak pertambahan nilai memililki dampak terhadap anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dorkas (2019), yang
menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap pendapatan di daerah Kota Medan. Maka dari itu penerimaa
pajak pertambahan nilai tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan daerah tetapi

juga berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara.

4.4.2 Kontribusi Pertambahan Nilai dalam Meningkatkan Anggaran
Pendapatan Belanja (APBN)
Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pajak pertambahan nilai memilki
kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja
negara di Kabupaten Langkah. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji regresi linier

dengan persamaan Y = - 39,860 + 1,480X. Artinya adalah apabila pajak pertambahan
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nilai naik satu juta maka anggaran pendapatan dan belanja negara akan berkurang
menjadi 38,860 ribu dari keseluruhan kabupaten negara. Maka dari itu penerimaan
pajak pertambahan nilai sangat besar berkontribusi terhadap anggaran pendapatan
dan belanja negara. Hal ini memberikan pemahaman akan besarnya peranan pajak

pertambahan nilai dalam mewujudkan pembangunan negara.

47



48

BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh pajak
pertambahan nilai terhadap anggaran dan belanja negara. Maka dari hasil uji statistik
yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

3. Pajak pertambahan nilai memiliki pengaruh tetapi negatif atau berbanding
terbalik dan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara di
Kabupaten langkat

4. Pajak pertambahan nilai berkontribusi besar dalam meningkatkan anggaran

pendapatan dan belanja negara di Kabupaten Langkat.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar dinas penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten langkat dapat lebih meningkatkan
pajak pertambahan nilai karena memiliki pengaruh yang besar terhadap anggaran
pendapatan dan belanja negara dan diharapkan lebih mensosialisasikan kepada wajib

apajk akan pentingnya penerimaan pajak pertambahan nilai untuk negara.
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